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Pengantar Penulis 


Buku ini awalnya merupakan disertasi untuk memperoleh gelar doktor, 
yang diajukan pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disertasi berjudul “Islam dan Pembentukan 
Negara: Studi tentang Proses Pembentukan Negara di Madinah Masa 
Rasulullah dan al-Khulafa? al-Rasyidun”, di satu sisi, dimaksudkan 
sebagai kajian mengenai kontribusi agama khususnya Islam dalam proses 
pembentukan negara (state formation). Bidang kajian ini belum banyak 
disentuh oleh para ahli ilmu politik modern yang cenderung me- 
nempatkan agama pada posisi yang tak diperhitungkan dalam proses- 
proses politik. Kecenderungan seperti ini merupakan bagian dari mata 
rantai perkembangan keilmuan Barat yang sangat kuat dipengaruhi 
gagasan sekularisasi, sehingga perhatian utama kajian politik tidak 
ditujukan pada variabel-variabel seperti agama. 

Pada sisi lain, kajian ini sekaligus dimaksudkan untuk menyediakan 
cara pandang alternatif bagi kecenderungan banyak pemikir Muslim 
dan tokoh gerakan Islam modern yang cenderung menempatkan agama 
(Islam) melampaui proporsinya dalam proses-proses politik di masa 
awal kehadiran agama ini di Semenanjung Arabia bagian tengah. 
Kecenderungan ini seolah merupakan antitesis kecenderungan 
pertama di atas, yaitu menempatkan agama (Islam) sebagai variabel 
tunggal yang memengaruhi seluruh kehidupan manusia, dan karenanya 
kajian-kajian politik mereka berangkat dari asumsi seperti itu sehingga 
bercorak normatif-ideologis dan jarang memberikan penjelasan yang 
bercorak historis-sosiologis. 

Kekosongan di antara dua kecenderungan yang sama-sama 
ekstrem itulah yang ingin diisi oleh buku ini, dengan cara melakukan 
analisis historis-sosiologis atas peran agama (Islam) dalam proses-proses 
pembentukan negara (state formation) di kalangan masyarakat 
Muslim Arab, khususnya di Semenanjung Arabia bagian tengah. Dengan 
cara demikian, gagasan sekularisasi tidak lagi menjadi “hantu” yang 
harus dihindari dalam kajian politik, karena memang realitasnya tidak 
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demikian. Sebaliknya, cara yang sama juga tidak menempatkan agama 
dalam posisi yang berlebihan, keluar dari proporsinya di dalam proses- 
proses politik, sehingga mengubah kajian politik seolah-olah menjadi 
doktrin keagamaan atau mengubah doktrin keagamaan seolah-olah 
kajian politik ilmiah. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 
penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih dan penghargaan 
ditujukan kepada Prof. Dr. M. Bambang Pranowo, sosok yang memiliki 
hubungan khusus dengan proses pengembangan gagasan yang ter- 
kandung dalam buku ini sebagai promotor disertasi sekaligus 
Direktur LaKIP yang bersedia mensponsori penerbitan buku ini. Kepada 
Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, juga sebagai promotor disertasi yang di 
tengah kesibukannya tetap memberikan arahan dan bimbingan 
akademis yang sangat kritis, saya juga menghaturkan terima kasih. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, 
SH, M.Si., Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA, dan Prof. Dr. H. Syamsul 
Anwar, MA, ketiganya selaku penguji disertasi, Prof. Dr. H.M. Amin 
Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Prof. Dr. H. 
Iskandar Zulkarnain, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kali- 
jaga Yogyakarta, beserta seluruh stafnya yang menyediakan segala 
fasilitas dan dukungan administratif selama proses penyelesaian disertasi. 

Terima kasih dan penghargaan yang sama juga ditujukan kepada 
Prof. Dr. Achmad Mubarok, gurubesar Fakultas Psikologi Islam pada 
UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Indonesia, yang bersedia 
menyertakan pengantar dalam buku ini, serta Saudara Drs. Ahmad 
Baedowi, M.Ed., peneliti senior LaKIP yang dengan tekun turut mem- 
bantu melakukan editing naskah buku sejak awal hingga akhir dan yang 
selalu mendorong percepatan penerbitannya. 

Terima kasih juga penulis tujukan kepada para staf LaKIP yang 
membantu proses-proses teknis penerbitan, sehingga memungkinkan 
buku ini hadir di tengah pembaca. Terakhir, penulis juga ingin meng- 
ungkapkan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh keluarga 
tercinta: istriku, Lilis N. Husna, dan anak-anakku, Dicky Mustafa 
Ilzami, Muhamad Muzammil Ihsani, dan Shafiera Syumais. Atas 
dukungan moril mereka selama ini kepada penulis, baik dalam keadaan 
susah maupun senang. Sungguh, faktor dukungan keluarga seperti ini 
telah menumbuhkan semangat kuat untuk mampu melahirkan karya 
nyata bagi masyarakat banyak. Semoga bermanfaat. 


Jakarta, 2 Februari 2011 
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KONSEP NEGARA DALAM ISLAM 


Oleh: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo 


Perdebatan tentang negara merupakan topik yang tak pernah selesai 
dalam sejarah Islam, bahkan hingga saat ini. Diskursus tentang apakah 
sesungguhnya Islam mewajibkan kaum Muslim untuk membentuk 
sebuah negara yang secara formal bernama negara Islam sangatlah 
menarik dicermati. Hal ini berkaitan dengan kegelisahan sebagian kaum 
Muslim yang merasa amat berdosa apabila tidak mewujudkan negara 
Islam. Mengajukan pelbagai dalil dari al-Gur'an, kelompok ini ber- 
pandangan bahwa kewajiban mendirikan negara Islam merupakan hal 
yang amat mendesak untuk dilaksanakan, dan bahwa ketidaksediaan 
untuk mendirikan negara Islam berarti pembangkangan terhadap syariat 
Islam. Biasanya, kelompok ini merujuk pula secara historis pada Piagam 
Madinah sebagai landasan justifikasi pandangan ini. 

Contoh lain yang sangat menarik untuk diangkat adalah kasus 
pemerintahan Islam di Spanyol pada zaman keemasan Islam di abad 
pertengahan. Islam saat itu, mengikuti tradisi Islam dari zaman Nabi 
Muhammad saw, menjadi umat yang amat toleran dalam segala bidang. 
Hal itu tercermin dari banyaknya pemeluk agama selain Islam yang 
turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban di bawah 
para pemimpin Islam.' Peradaban Islam yang mampu bertahan lama 
di Spanyol dan Sisilia di Eropa, misalnya, menggambarkan bahwa, di 
bawah naungan pemerintahan Islam, masyarakat amatlah kosmopolit 
dan pluralis. Mereka bersedia hidup berdampingan serta bersedia belajar 
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dan menerima nilai-nilai yang amat berharga dari pengalaman 
komunitas agama lain.? Pertanyaannya kemudian, apakah dari contoh 
itu berarti Islam mewajibkan didirikannya suatu negara dengan label 
“negara Islam”? Apakah memang ada perintah untuk mendirikan negara 
Islam yang langsung dinyatakan dalam teks al-Gur'an maupun 
Hadis? 

Berkaitan dengan hal ini, setidaknya ada tiga pandangan terkait 
dengan relasi konseptual menyangkut agama dan negara. Ketiganya 
amat penting dicermati untuk melihat hasil kajian Dr. Abdul Aziz, MA 
dalam buku ini, yang menunjukkan bahwa pelabelan negara Islam yang 
merujuk pada kasus Nabi Muhammad saw di Madinah dengan Piagam 
Madinahnya merupakan penafsiran yang perlu dipertimbangkan 
kembali. Ketiga pandangan tersebut yaitu: pertama, pandangan 
yang mewajibkan pendirian negara Islam, kedua, pandangan tentang 
negara sekuler: dan ketiga, pandangan yang menyatakan pentingnya 
internalisasi nilai-nilai Islam dalam bernegara tanpa harus melabeli suatu 
negara dengan nama negara Islam. 

Pandangan pertama mengemukakan argumen bahwa negara 
secara resmi haruslah “negara Islam” yang tunduk pada syariat Islam 
yang merupakan hukum-hukum Allah Swt., dan bahwa negara Islam 
wajib diwujudkan oleh kaum Muslim. Bagi kelompok yang 
berpandangan seperti ini, tidak adanya perintah langsung yang 
menyatakan kewajiban mendirikan negara Islam tidak berarti bahwa 
perintah tersebut mutlak tidak ada. Tokoh masyhur yang sering menjadi 
ikon kelompok ini adalah Abul Ala al-Maududi. Dalam buku al- 
Khilafah wa al-Mulk (tentang khilafah dan kerajaan), al-Maududi 
berargumen bahwa pentingnya negara Islam dilandasi oleh perintah 
al-Our'an yang menyeru kaum Mukmin untuk taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya serta pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Sebagaimana 
firman Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu sekalian” (OS al- 
Nisa”: 59). Menurut al-Maududi, ulil amri dalam konteks ayat ini adalah 
penguasa Muslim dalam suatu negara dan tidak hanya pemimpin dalam 
masyarakat yang kecil seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, 
dll.. Kewajiban taat pada pemimpin sangat penting agar dapat me- 
laksanakan syariat Islam. Karena itu, secara otomatis, negara Islam 
menjadi suatu keharusan. 

Dalam al-Gur'an Surat al-Maidah ayat 50, Allah Swt berfirman: 
“Apakah hukum Jabiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah 
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yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang 
yakin?”. Sedangkan dalam surat yang sama ayat 48, al-Our'an 
menyatakan: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam menggariskan kewajiban untuk 
tunduk hanya kepada hukum Tuhan." 

Di mata pendukung gagasan negara Islam, pemerintahan Nabi 
Muhammad di Madinah adalah contoh nyata bahwa “Negara 
Madinah” benar-benar suatu unit kesatuan politik yang terbangun 
karena kesepakatan-kesepakatan bermasyarakat kala itu memang 
merupakan kesepakatan pendirian suatu negara, meskipun negara 
sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar suatu komunitas 
masyarakat—perlu diketahui bahwa negara merupakan suatu bentuk 
masyarakat yang lebih luas yang diikat oleh suatu ikatan formal yang 
bersifat memaksa. Kelompok ini meyakini bahwa “Negara Madinah” 
adalah wujud nyata sekaligus contoh Negara Islam di masa awal. 
Keyakinan ini didasarkan setidaknya pada argumentasi berikut: 

Pertama, Rasulullah saw menerima baiat dari pelbagai kelompok 
masyarakat sebagai penguasa—dan bukan sebagai nabi—yang meng- 
atur kehidupan kelompok masyarakat yang berbeda-beda suku dan 
agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw 
disepakati sebagai pemimpin negara. Jelaslah bahwa Rasulullah saw 
memegang jabatan sebagai kepala negara selain kedudukannya 
sebagai nabi. 

Kedua, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara pula, Rasulullah 
saw mengirim surat kepada penguasa negara-negara besar untuk tunduk 
di bawah kekuasaan Islam. Sebagai contoh, Rasulullah mengirim surat 
kepada Kaisar Heraklius. Isi surat tersebut, misalnya, berbunyi: 


Inilah surat dari Muhammad bin Abdullah untuk Heraklius Yang Agung. 
Saya mengajak Anda kepada Islam. Peluklah Islam agar Anda selamat. Allah 
akan memberi dua ganjaran (ganjaran buat iman Anda sendiri dan rakyat 
Anda). Bila Anda berpaling dari Islam, Anda harus pula bertanggung jawab 
atas dosa orang-orang Arisia.” 


Ketiga, terkait dengan undang-undang (Negara Madinah) yang ber- 
sifat mengikat dan memaksa, Rasulullah saw selalu mendasarkannya 
pada wahyu dan hukum-hukum Allah Swt. Dalam konteks ini, terkait 
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dengan hal-hal yang menyangkut wahyu dan ketetapan undang-undang, 
Rasulullah saw tidak meminta pendapat siapa pun selain mengikuti 
wahyu yang diturunkan kepadanya. Sebagaimana dinyatakan dalam 
al-Our'an Surat Yunus ayat 15: “Aku tidak mengikuti kecuali apa yang 
diwahyukan kepadaku”. Juga dalam al-Our'an Surat al-Najm ayat 3- 
4: “Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa 
nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya)“. Sejarah Islam mencatat bahwa, dalam Perjanjian 
Hudaibiyah, Rasulullah saw mengabaikan pendapat para Sahabat yang 
mengajukan protes karena Rasulullah bersedia menerima konsep 
perjanjian yang ditentukan kaum @uraisy Mekkah. Umar bin 
Khatthab menunjukkan rasa kecewanya, tetapi Rasulullah saw tidak 
beranjak sedikit pun karena sikap politik Nabi saw itu diambil atas 
perintah Allah Swt." 

Pandangan kedua meyakini kebaikan negara sekuler yang memisah- 
kan urusan negara dan agama. Konsep negara sekuler berpandangan 
bahwa urusan negara bukanlah urusan agama, dan karena itu urusan- 
urusan yang menjadi wewenang negara selayaknya dipisahkan dari 
campur tangan agama, begitu pula sebaliknya. Pandangan ini didasar- 
kan pada “doktrin” yang menjadi konsep awal munculnya sekularisme: 
“Berikan apa-apa yang menjadi hak kaisar dan berikan gereja haknya”. 

Sedangkan pandangan ketiga menganggap negara dan agama ibarat 
dua sisi mata uang, suatu konsep negara yang mengombinasikan 
kepentingan dan nilai-nilai Islam dalam praktik bernegara tanpa harus 
menyematkan secara formal nama negara Islam di satu sisi dan di sisi 
lain juga tidak menjadi negara sekuler yang benar-benar memisahkan 
urusan negara dan agama. Pandangan ini menganggap bahwa negara 
dan agama (Islam) pada dasarnya tidak terpisahkan. Namun demikian, 
Islam tidak serta-merta menjadi atribut formal negara, tapi lebih dari 
itu Islam justru menjadi ruh bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks 
kehidupan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
pandangan ketiga ini amat penting dan relevan, terutama karena 
kehidupan keberagamaan dan pandangan keagamaan di Indonesia 
sangatlah pluralistik, tak terkecuali dalam lingkup keberagamaan Islam 
sendiri. 

Dalam kaitan ini, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dengan Pancasila sebagai pilar dasarnya amat penting untuk 
diutarakan di sini. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 
bukanlah produk agama, tetapi nilai-nilai agama sebagai cerminan moral 
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dalam kehidupan politik terkandung di dalamnya. Pancasila tidak 
memisahkan antara kekuasan yang bersifat sakral dan profan, yang 
transenden dan imanen: kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia. 
Meskipun bukan negara agama, NKRI jelas sebuah model negara yang 
dijalankan dengan semangat dan prinsip-prinsip religius. Dengan konsep 
demokrasi Pancasilanya, NKRI menempatkan prinsip-prinsip agama 
sebagai dasar kehidupan bernegara dan berbangsa, tercermin terutama 
dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang berada pada urutan 
pertama (dasar). Lagi pula, bukankah semangat keadilan dan keadaban 
(Sila Kedua dan Kelima), solidaritas dalam bingkai persaudaraan ke- 
bangsaan (Sila Ketiga), dan musyawarah untuk menentukan 
kebijaksanaan (Sila Kempat) merupakan prinsip-prinsip dasar agama? 
Jadi jelaslah bahwa agama merupakan landasan etis bagi kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat dalam lingkup NKRI. 

Namun begitu, karena NKRI bukanlah negara agama dan bukan 
pula negara sekuler, maka praktik bernegara dibangun dengan 
berlandaskan nilai-nilai agama tanpa harus menyebutkan diri sebagai 
negara agama. Dalam konsep negara Pancasila, yang lebih utama adalah 
pengejawantahan nilai-nilai agama (religiusitas) secara subtansial dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus terikat dengan 
formalitas penyebutan sebagai negara Islam (atau negara agama). 

Sebagaimana Piagam Madinah yang dijadikan sebagai tali pengikat 
masyarakat Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah saw kala itu, 
rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 juga 
digunakan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia untuk mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia. Urgensi Pancasila dalam konteks bernegara, 
dengan demikian, mengikat seluruh komponen masyarakat yang 
majemuk dari segi agama dan budaya dalam wadah negara kesatuan 
yang tidak mengorbankan kepentingan agama dan budaya masing- 
masing di satu sisi serta tidak pula mengorbankan kepentingan negara 
di sisi lain. Itu sebabnya, para pemimpin Islam ketika itu berlapang 
hati menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta semata-mata demi 
keutuhan bangsa Indonesia yang pluralistik." 

Berkaitan dengan hal itu, buku yang semula merupakan disertasi 
doktoral karya Dr. Abdul Aziz, MA ini sangat penting dan relevan dalam 
konteks Indonesia. Buku ini dapat dijadikan rujukan untuk 
pembangunan konsep dan tradisi politik di Indonesia yang mendasarkan 
pada fakta kemajemukan sebagai bingkainya, di mana umat Islam 
menjadi mayoritas di dalamnya. Salah satu benang merah buku ini 
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menunjukkan bahwa kehadiran Islam telah menjadi pendorong 
sentripetal bagi masyarakat Arab di Semenanjung Arabia, terutama dari 
keadaan masyarakat yang semula tidak bernegara (stateless) menuju 
masyarakat dengan sebentuk pranata kekuasaan terpusat yang secara 
kategoris disebut dengan “chiefdom” atau pra-negara (pre-state). Namun 
demikian, dalam proses pembentukan “Negara Madinah”, yang dalam 
buku ini disebut dengan istilah “Chiefdom Madinah”, Islam bukanlah 
pemeran dan penyumbang satu-satunya, sebab tradisi jahiliah juga turut 
memberi andil. Karena itu, Chiefdom Madinah (Negara Madinah) tidak 
serta-merta dapat disebut sebagai wujud murni Negara Islam. Benang 
merah buku ini sangat signifikan untuk mendorong proses pematangan 
bentuk dan praktik demokrasi politik di Indonesia: bahwa dalam proses 
bernegara, sangatlah penting untuk mengembangkan demokrasi 
politik dengan landasan nilai-nilai Islam tanpa harus memaksakan cita- 
cita formalisasi nilai-nilai Islam dalam wujud Negara Islam. 

Lebih dari itu, saya sangat mengapresiasi buku yang ditulis 
dengan riset amat serius ini. Dengan pendekatan dan metode 
interpretasi sosio-historis—sebuah model yang jarang dipakai oleh para 
pemikir Muslim untuk mengkaji topik “Negara Madinah” di masa awal 
sejarah Islam—dipadu dengan rujukan-rujukan sejarah yang akurat 
serta teori-teori tentang pembentukan negara, buku ini merupakan 
hasil kajian yang sangat penting bagi khazanah politik Islam, 
khususnya dalam konteks Indonesia yang sesekali masih berlangsung 
tarik-menarik antara negara agama dan negara sekuler. 

Buku ini memberikan cakrawala yang lebih luas bagi para pembaca 
dalam memahami konsep penyelenggaraan negara dalam Islam 
berdasarkan data-data sejarah dan realitas sosial masyarkat Islam secara 
umum. Dalam konteks yang lebih khusus, buku ini diharapakan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi diskursus tentang 
penyelenggaraan negara di Republik Indonesia. 
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DAULAH ISLAMIYAH VS DAULATUL MUSLIMIN 
Salah Paham Negara Islam 


Oleh: Prof. Dr. Achmad Mubarok, MA 


Mukaddimah 


Buku yang sedang Anda baca ini semula adalah disertasi yang ditulis 
oleh Dr. Abdul Aziz, MA. Tak mengherankan bahwa sifat keilmiahan 
buku ini sangatlah terjaga. Proses politik biasanya tidak terlalu ilmiah, 
karena dalam praktik politik, semangat persaingan biasanya lebih 
menonjol dibandingkan semangat kepatuhan pada aturan main. Teori- 
teori pembentukan negara, misalnya, disusun berdasarkan pengalaman 
empirik yang panjang dari peradaban suatu bangsa. Dalam buku ini, 
penulis berusaha menelusuri kembali proses empirik sejarah Islam yang 
kemudian melahirkan teori tentang “Negara Islam”. Subjudul buku 
ini yang berbunyi “Salah Paham Negara Islam” merujuk pada 
rumitnya pertautan antara agama dan politik. 

Islam hadir sangat mengejutkan ke pentas sejarah. Ketika dunia 
hanya mengenal Imperium Romawi dan Persia yang silih berganti 
unggul dalam persaingan, tiba-tiba dari gurun gersang yang sama sekali 
tidak diperhitungkan oleh Romawi maupun Persia muncul sebuah 
kekuatan baru yang dalam waktu singkat bisa mengambil alih negeri- 
negeri jajahan Romawi dan bahkan meluluhlantakkan Imperium Persia. 
Mesir, Syria (Syam) dan Palestina semula adalah wilayah Romawi. Irak 
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dan Iran semula adalah wilayah Persia. Banyak sisi-sisi yang 
menunjukkan keluarbiasaan Islam dalam konteks zaman ketika itu. 
Pada masyarakat jahiliah yang menyembah berhala, Islam mengubahnya 
menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi dengan keyakinan 
monoteisme. Pada masyarakat dunia yang hanya mengenal sistem 
kekuasaan monarki absolut, Islam memperkenalkan sistem politik yang 
sama sekali belum lazim sehingga terkesan terlalu maju untuk 
ukuran zaman itu. Nabi Muhammad adalah pemimpin “politik” 
tertinggi dari umatnya, tetapi penampilan dan cara memerintah sangat 
berbeda dari kebiasaan kekuasaan yang berlaku ketika itu. 


Kontroversi Negara Islam 


Faktanya, Islam tersebar ke dunia bukan hanya melalui dakwah, tetapi 
juga melalui perang fisik dan ekspansi militer menghadapi berbagai 
negara. Oleh karena itu, apa pun sistemnya, faktanya ada yang namanya 
Negara Islam. Pada masa Rasulullah, bentuk negaranya belum 
bernama. Pada masa Abu Bakar al-Shiddig hingga Ali bin Abi 
Thalib, bentuk negaranya adalah khilafah yang jelas sekali warna 
keislamannya. Sedangkan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah 
Abbasiyah, bentuk negaranya adalah kerajaan meski namanya tetap 
khilafah dan selanjutnya nama khilafah dan kesultanan tetap 
dipergunakan meski sudah dalam bentuk kerajaan kecil-kecil. Jadi, 
Islam sejak awal kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah 
kenegaraan, bahkan dengan masalah politik secara luas. 

Kenyataan sejarah itu menjadi dasar pandangan bahwa Islam adalah 
agama yang juga terkait erat dengan kenegaraan. Oleh karena itu, 
tidaklah mengejutkan ketika kaum Muslim sudah berkenalan dengan 
Aryanisme Persia, ada ungkapan populer yang berbunyi “al-Islam din 
wa dawlah”, bahwa Islam adalah agama dan negara, suatu ungkapan 
yang menunjukkan betapa erat hubungan antara agama dan negara. 

Karena sejarah Islam juga sejarah kenegaraan, maka tak heran bahwa 
sepanjang sejarah—dari zaman Khulafaur Rasyidin hingga Turki 
Utsmani dan bahkan hingga sekarang—sejarah Islam juga mencatat 
adanya perpecahan politik laiknya dunia politik mana pun. Bahkan 
konflik politik pun memberi kontribusi lahirnya mazhab teologi Islam, 
Jabbariyah dan @adariyah misalnya. Oleh karena itu, memahami 
masalah politik dalam Islam tidaklah mudah karena bukan perkara 
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sederhana. Politik dalam Islam bukan hanya berdimensi horizontal tetapi 
juga vertikal. Kebetulan kaum Muslim kebanyakan agak rendah 
kesadarannya tentang sejarah. Banyak diskusi antar-ulama yang a 
historis, padahal peristiwa politik senantiasa bergulir sepanjang 
sejarah bersamaan dengan munculnya peristiwa penting atau gejala 
sejarah yang penting. 

Kesulitan itulah yang menyebabkan hingga kini belum ada 
kesepakatan pendapat mengenai konsep politik dalam Islam, seperti 
konsep “Negara Islam”. Tidak adanya kesepakatan tentang konsep 
Negara Islam menimbulkan berbagai interpretasi tentang Negara Islam. 
Negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad di Madinah memang 
dipandang sebagai bentuk ideal. Tetapi hal itu terbatas pada ajaran yang 
ideal, belum sampai kepada suatu model baku dan terperinci yang 
dibutuhkan dalam pendirian sebuah negara modern. Demikian juga 
periode Khulafaur Rasyidin, meski lebih dekat ke sistem republik tetapi 
tidak berujung pada konsep yang disepakati. Model suksesi pada masa 
Khulafaur Rasyidin memang sangat menarik. Abu Bakar dipilih secara 
aklamasi sebagai khalifah pertama. Umar bin Khattab diangkat 
melalui dekrit, Utsman bin Affan dipilih melalui gabungan antara dekrit 
dan musyawarah seperti demokrasi perwakilan, sedangkan Ali dipilih 
secara aklamasi oleh penduduk Madinah saja. Empat model suksesi 
ini tidak sampai tersusun sebagai konsep baku sehingga pasca 
Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah tidak 
menggunakan sistem itu, sebaliknya malah menerapkan sistem 
dinasti kerajaan yang mengadopsi budaya setempat (model Imperium 
Romawi dan Persia) meski warna Islam juga terpampang dipermukaan. 


Daulatul Muslimin sebagai Negara Nasional 


Problem cita-cita kebangsaan sebenarnya merupakan tuntutan yang 
melekat dalam perjalanan sejarah, termasuk sejarah kebangsaan 
Indonesia. Tiap-tiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri dengan 
karakteristiknya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, betapapun ada 
badan dunia seperti PBB atau badan regional seperti ASEAN, Uni Eropa, 
atau badan “ideologis” seperti Organisasi Konperensi Islam (OKI), tetap 
saja setiap negara lebih mementingkan kepentingan nasionalnya. 
Idealisme Daulah Islamiyah, misalnya, selalu terkalahkan oleh ke- 
pentingan nasional tiap-tiap negeri Islam dengan berbagai problemanya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XVII KATA PENGANTAR 


Di Indonesia misalnya, ada aspirasi yang ingin tegas-tegas menyebut 
Negara Islam dengan alasan mayoritas penduduknya Muslim, tetapi 
aspirasi lain juga datang dari kelompok besar Muslim, yakni NU, yang 
menyatakan bahwa Republik Indonesia dengan Pancasilanya adalah 
bentuk final dari cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin, 
aspirasi lain tersebut bisa menjadikan substansi yang diulas buku ini 
sebagai salah satu pijakan sosiologisnya. 

Jika kita menengok realitas dunia Islam dewasa ini, negeri-negeri 
di mana kaum Muslim tinggal seluruhnya adalah negeri nasional dengan 
beragam bentuk seperti republik, kerajaan, atau kerajaan konstitusional. 
Hanya Iran yang secara tegas menyebut Republik Islam Iran. Arab Saudi 
bahkan lebih kental lagi menyebut identitas keluarga dalam nama 
Kerajaan Saudi Arabia, yakni kerajaan keluarga Ibnu Saud. 


Apakah Ini Salah? 


Al-Our'an dan Hadis tidak menentukan secara definitif bentuk negara 
seperti apa bagi kaum Muslim. Yang disebut adalah peran kekhalifahan 
yang harus juga dipikul oleh negara. Dengan kata lain, al-Gur'an 
memberi kebebasan kepada umat Islam untuk berekspresi dalam politik, 
sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, sepanjang berada dalam 
koridor yang bisa diterima oleh nilai-nilai Islam. Itu sebabnya, 
sangatlah menarik pola perubahan ekspresi politik kaum Muslim 
sepanjang sejarah. 

Ketika Rasulullah wafat, kaum Muslim mengalami kebingungan 
dahsyat dalam mencari bentuk pemerintahan. Setelah mengalami 
perdebatan yang nyaris terjadi konflik etnik, ditemukan solusinya, yaitu 
Abu Bakar al-Shiddig secara aklamasi dipilih sebagai pengganti 
Rasulullah, Khalifah al-Rasil dan Amir al-Mu'minin (Panglimanya 
Orang Mukmin). Berikutnya, Umar bin Khattab menerima suksesi 
sebagai pengganti dari pengganti Rasulullah, disebut Khalifatu 
Khalifati Rasililliah, melalui dekrit atau wasiat dari Abu Bakar. 
Berikutnya, Utsman bin Affan menerima suksesi sebagai khalifah ke- 
3 melalui permusyawaratan perwakilan, yakni oleh enam tokoh besar 
yang ditunjuk Umar bin Khattab sebelum wafat. Berikutnya, Ali bin 
Abi Thalib menduduki kursi khalifah ke-4 melalui baiat penduduk yang 
kurang kompak, karena situasi konflik sedang melanda masyarakat 
Muslim ketika itu. 
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Setelah periode empat khalifah yang disebut periode Khulafaur 
Rasyidin, ekspresi politik kaum Muslim berubah polanya, yakni kuatnya 
pengaruh budaya melebihi komitmennya pada ajaran Islam. Sejak itu, 
bentuk pemerintahan kaum Muslim berubah menjadi dinasti, meski 
sang raja tetap diberi gelar Amir al-Mu'minin, dimulai dari Dinasti 
Umayyah yang berpusat di Damaskus dengan pengaruh budaya 
Romawi, berusia hampir satu abad, kemudian Dinasti Abbasiyah yang 
berpusat di Baghdad dengan pengaruh budaya Persia, berusia hampir 
lima abad tetapi yang efektif sekitar satu abad. Selama dua abad pertama, 
meski dalam bentuk dinasti, pemerintahan itu efektif berjalan, 
memayungi seluruh dunia Islam yang wilayahnya sangat luas. Terlepas 
dari kekurangannya, periode itu dikenal sebagai berlangsungnya 
Daulah Islamiyah, atau Pemerintahan Islam. Periode berikutnya, 
muncul kerajaan-kerajaan kecil yang efektif berdiri sendiri-sendiri, meski 
nuansa Daulah Islamiyah tetap menjadi agenda. Turki Utsmani pernah 
pula efektif memimpin Daulah Islamiyah. Runtuhnya Turki Utsmani 
sebagai pemerintahan model khilafah merupakan babak awal berdirinya 
negeri-negeri nasional Muslim atau Daulatul Muslimin (Dawlah al- 
Muslimin). Dalam Daulah Islamiyah, kaum Muslim hanya mengenal 
identitas keislaman. Sedangkan dalam Daulatul Muslimin, kaum Muslim 
di samping mengenal identitas keislaman juga identitas kebangsaan. 
Kini pada era modern, negeri-negeri Muslim memiliki berbagai model 
dalam menampilkan identitas keislaman dalam negara kebangsaannya. 
Saudi Arabia berbentuk dinasti kerajaan yang menempatkan diri sebagai 
pelayan dua tempat suci kaum Muslim, Khddim al-Haramayn. 
Malaysia berbentuk kerajaan konstitusional yang menempatkan Islam 
sebagai agama negara. Pakistan, satu-satunya bangsa yang lahir 
karena identitas Islam padahal mereka bangsa India, pernah membentuk 
Republik Islam Pakistan namun identitas keislamannya kurang 
konsepsional, berbeda dari Republik Islam Iran yang tegas dibangun 
berdasar konsep imamah wilayah al-fagih dari faham Syiah Itsna 
Asyariah. Sudan dan Nigeria sedang dalam proses memunculkan jati 
diri keislaman dan kebangsaannya, dan negeri-negeri lain bahkan ada 
yang lebih nampak corak sekulernya. 

Republik Indonesia merupakan wujud Daulatul Muslimin, yakni 
sistem pemerintahan kaum Muslim Indonesia. Secara konsepsional, 
UUD 1945 merupakan kompromi antara aspirasi kalangan Islam yang 
menghendaki identitas Islam dimunculkan dalam perundangan yang 
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mewajibkan kaum Muslim menjalankan syariat Islam (Piagam 
Jakarta), dengan aspirasi kelompok nasionalis—yang notabene juga 
banyak memeluk Islam—yang merasa keberatan jika keberagamaannya 
dicampuri oleh negara. Kompromi itu tertuang dalam bunyi dekrit 
5 Juli yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai seluruh batang 
tubuh UUD 1945. Atas dasar itu, semangat Piagam Jakarta tidak bisa 
dihalangi untuk muncul dalam bentuk perundangan, seperti lahirnya 
UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, 
dan perundangan lainnya yang dibutuhkan. Bentuk negara Pancasila 
sebagai Daulatul Muslimin sebenarnya cukup akomodatif menampung 
identitas keislaman, sepanjang para aspirannya mampu mengegolkannya 
secara konstitusional. Sementara gerakan politis yang mengumandang- 
kan semangat Piagam Jakarta mungkin justru kontraproduktif karena 
memundurkan bangsa pada suasana pra-kompromi. Wallahu a'lam. 
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PENDAHULUAN 


IOI Islam dan Pembentukan Negara 


Keterkaitan antara Islam dan pembentukan negara telah menjadi 
perhatian para pemikir Muslim, baik pada masa klasik seperti 
Syihabuddin Ahmad bin Abi al-Rabi' yang dikenal sebagai Ibnu Abi 
Rabi' (w. 885 M/272 H) atau Abu Nasir al-Farabi (870-950 M/257- 
339 H), pada abad pertengahan seperti Abu Hasan Ali bin Habib al- 
Mawardi (976-1059 M/364-450 H) atau Abu Abbas Ahmad bin Abdul 
Halim yang dikenal sebagai Ibnu Taimiyah (1263-1329 M/661-728 
H), maupun pada era kontemporer seperti Jamaluddin al-Afghani 
(1838-1897 M) atau Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M). Hal 
ini dapat dipahami mengingat dua sumber utama ajaran Islam, yaitu 
al-Our'an dan Sunnah, mengandung sejumlah prinsip dasar tentang 
pengaturan hubungan individual dan kemasyarakatan yang harus 
dibangun oleh kaum Muslim. Perintah berlaku santun dan tidak berbuat 
zalim terhadap sesama manusia dan bahkan terhadap binatang, bersikap 
adil, taat kepada pemimpin, perintah mengeluarkan zakat dan tata cara 
pembagiannya, mencatat perjanjian dagang dan mengatur harta 
warisan—semua itu memerlukan otoritas pengaturan dalam suatu 
jaringan organisasional—merupakan sebagian kecil dari relasi 
individual dan sosial yang mudah ditemukan di dalam kedua sumber 
tersebut. 
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